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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Bangunan Menara Telekomunikasi;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589); 41

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Nilai Jual
Objek Pajak Sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011
Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 73);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. 47
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5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

6. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

7. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan.

8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-
bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan
gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya
dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa
bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya
disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan  perangkat
telekomunikasi;

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem

elektromagnetik lainnya.
BAB II
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan
bangunan menara telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. g

Ditetapkan di Malili
oy pada tanggal 37 pesember 2014

L BUPATI LUWU TIMUR,
'Pauowp»-rm _ i b ANDI HATTA M.
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Dlundangkan d1 Malili

pada tanggal 3] Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
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BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR :69



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR :69TAHUN 2014

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO. | Tinggi (Meter) | &Y Tg;;’nara E{:‘::E:anli‘(’;; i ala‘;"’;gafmp) NJOP (Rp)
1. s.d. 10 148.447.464 |  78.700.937 | 78.811.716 |  305.960.117
2. | 11sa. 20 202.491.004 |  79.550.937 | 78.811.716|  360.853.747
3. | 21sd30 320.234.535|  80.400.937 | 78.811.716 |  488.447.188
@ a. | 31sd. 40 450.858.233 |  81.250.937 | 78.811.716|  610.920.886
5. | 41s.d.50 572.432.150 |  82.100.937 | 78.811.716 |  733.344.803
6. | 51s.d.60 778.774.141 |  82.950.937 | 78.811.716 |  940.536.794
7. | 61sd.70 | 1.063.352.477|  83.800.937 | 78.811.716 | 1.225.965.130
8. | 71sd.80 | 1.105.154.365| 84.650.937 | 78.811.716| 1.268.617.018
9. | 81sd.90 | 1.352.182.482| 85500937 | 78.811.716| 1.516.495.135
10. | 91s.d 100 | 2.105.552.963| 86.350.937 | 78.811.716| 2.270.715.616
11. | 101s.d. 110 | 4.846.918.824|  87.200.937 | 78.811.716 | 5.012.931.477
12. | diatas110 | 5.836.090.652| 88.050.937 | 78.811.716| 6.002.953.305 'Q’l
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